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PURBALINGGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 13 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT Il PURBALINGGA NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG

Menimbang

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor

18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998
yang diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Purbalingga Nomor 4
Seri B Nomor 3 perlu disesuaikan dengan kondisi riil
ekonomi dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi  Undang-Undang (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi
Izin  Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Seri B No. 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22
Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Seri D No.10);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30
Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2005 Nomor 30);



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA
dan
BUPATI PURBALINGGA
MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT 1l PURBALINGGA NOMOR 14 TAHUN
1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Purbalingga Tahun
1999 Seri B No. 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

-5-



